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PENETAPAN

Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.MTK

2L ,
P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana

tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Liasa Fitri alias Lia Safitri binti Rusli Tapiutang, umur 35 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
kediaman di Manggarau, RT. 006 RW. 002, Desa Peradong,
Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagai
Penggugat;

melawan

Buyung bin Asim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT. 002, Desa Air Nyatoh,

Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September

2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan

Register perkara Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga, telah
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah

yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan

AgamaKecamatan Muntok, pada 22 November 2003,sebagaimana
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tercantum dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 547/34/XI11/2003, tanggal 15
Desember 2003;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatusPerawandan Tergugat
berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
bersamaselama kurang lebih2(dua) bulantinggal di rumah orangtua
Penggugat beralamat di Manggarau, RT. 006 RW. 002, Desa Peradong,
Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Kemudian
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat beralamat di
RT. 002, Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka
Barat selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah bersama beralamat di RT. 002, Desa Air Nyatoh,
Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat selama kurang lebih
16 (enam belas) tahun. Sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4, Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul
layaknya suami istri dan telah di karunia3 (tiga) orang anak kandung
bernama :

a. Lasmi binti Buyung, perempuan, umur 16 tahun;

b. Laudia Cyntia Bella binti Buyung, perempuan, umur 13 tahun;

c. Chiko Pratama Putra bin Buyung, laki-laki, umur 7 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya adalah:

a. Sejak pertengahan tahun 2020, orangtua Tergugat sering ikut

campur masalah ekonomi dalam urusan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat;

b. Sejak pertengahan tahun 2020, Tergugat sering bersikap emosional

dan mengeluarkan perkataan kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak awal bulan Juni tahun 2021 yang disebabkanoleh pertengkaran dan
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perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dikarenakan sikap
emosional Tergugat yang tidak bisa berubah, bahkan Tergugat selalu
mengeluarkan perkataan kasar yang sering diucapkan setiap Tergugat
marah kepada Penggugat terkait masalah apapun. Serta Penggugat juga
tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang selalu membelah
orangtuanya tanpa mendengarkan terlebih dahulu perkataan Penggugat.
Akibat dari pertengkaran tersebut yang pergi meninggalkan rumahbersama
beralamat diRT. 002, Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip,
Kabupaten Bangka Baratadalah Penggugat;

7. Bahwa selama berpisahtersebut antara Penggugat dan Tergugat
tidak saling mempedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah
lahir dan batin kepada Penggugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaranyang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmabh;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai
oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan
sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya
Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan
Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Tergugat dan penggugat belum pernah
melakukanperceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan tersebut di atas,
maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa,
mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Buyung bin Asim)
terhadap Penggugat (Liasa Fitri alias Lia Safitri binti Rusli Tapiutang);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
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Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat
telah datang sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara
lisan perkara Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga dengan alasan
antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah

tangga;

Bahwa Tergugat juga telah menyatakan bahwa antara Penggugat

dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa
Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang
tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan

dengan putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum
Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh
karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang

memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan
perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Mentok
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak
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mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19
Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (legitima persona standi in judicio)

untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana
layaknya suami isteri dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut

gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal
yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum

masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat
dilakukan sebelum pembacaan gugatan Penggugat, yang mana ketentuan
Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap
jawaban Tergugat, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat
terhadap pencabutan oleh Penggugat, maka in casu tidak diperlukan
persetujuan pencabutan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
pencabutan perkara Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga, dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan
pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk

menyatakan terhadap pemeriksaan perkara a quo telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan
perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai
Panitera Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini
dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
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dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai

sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara,;

Mengingat ketentuan hukum syara’ serta peraturan perundangan berlaku
yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  Pencabutan perkara nomor
329/Pdt.G/2021/PA.MTK Pemohon;

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam regiater perkara;

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.H.I.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mizzanul Fattah, S.H.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Nailasara Hasniyati, S.H.I Muhamad Syarif, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota,
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M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Mizzanul Fattah, S.H.
Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi - Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)
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